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BAB IV 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil pembahasan dalam penelitian skripsi yang berjudul 

“Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Kementerian Perdagangan atas 

Perbedaan Harga Barang yang Diperdagangkan dengan Pembayaran Dihubungkan 

dengan Pasal 13 Butir (e) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 

Tahun 2015 Tentang Kementerian Perdagangan”, maka dapat ditarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut : 

1. Mekanisme penyelesaian sengketa konsumen melalui Kementerian 

Perdagangan melalui 4 (empat) tahapan, antara lain : Pengaduan baik tulis 

maupun lisan, pemanggilan kedua belah pihak, penggantian kerugian, dan 

pembuatan hasil kesepakatan.  

2. Kendala terhadap pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen melalui 

kementerian perdagangan, antara lain : pelaku usaha menganggap kementerian 

perdagangan tidak mempunyai kewenangan penyelesaian sengketa konsumen, 

konsumen berada di luar negeri dan hasil mediasi melalui kementerian 

perdagangan tidak final dan tidak mengikat. 

3. Upaya terhadap kendala pelaksanaan penyelesaian sengketa konsumen melalui 

kementerian perdagangan, antara lain : Sosialisasi mengenai kewenangan, 

tugas pokok dan fungsi kementerian perdagangan, pengaduan konsumen yang 

berada di luar negeri menjadi informasi untuk kementerian perdagangan yang 

selanjutnya dialihkan ke instansi lain, dan Kementerian Perdagangan 
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memberikan pemahaman bahwa hasil kesepakatan antara pelaku usaha dan 

konsumen melalui mediasi mengikat kedua belah pihak untuk 

melaksanakannya. 

B. SARAN 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat 

diberikan oleh peneliti untuk mewujudkan perlindungan terhadap konsumen agar 

sesuai dengan keinginan dan ketentuan yang ada dalam UUPK serta untuk 

keberlangsungan penyelesaian sengketa konsumen melalui Kementerian 

Perdagangan yang lebih baik kedepannya, adalah sebagai berikut : 

1. Untuk konsumen sebaiknya dapat lebih bijak dan teliti saat melakukan 

transaksi jual beli produk barang maupun jasa yang hendak dikonsumsinya 

khususnya mengenai informasi atas harga produk dan/atau barang, kemudian 

konsumen diharapkan dapat bersikap lebih kritis dalam bertindak dan 

berusaha untuk memperoleh hak-hak serta kepentingannya dengan tidak takut 

dan ragu untuk melaporkannya sekecil apapun pelanggaran hak dan kewajiban 

yang dilakukan oleh pelaku usaha. 

2. Untuk pelaku usaha, sebaiknya bisa meningkatkan pelayanan terhadap 

konsumen dengan cara pengelolaan system management  yang lebih baik lagi 

dan dapat belajar dari kesalahan, seperti apabila ada kenaikan harga agar 

secepatnya diberitahukan kepada karyawan yang bertugas untuk lebih dahulu 

mengganti harga yang ada di menu dan atau rak barang sebelum mengganti 

daftar harga yang ada di computer kasir, selain itu pelaku usaha dalam 

menjalankan usahanya tidak hanya sekedar mencari keuntungan semata tapi 
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juga mengutamakan apa yang menjadi hak-hak konsumen sebagaimana yang 

telah diatur dalam UUPK dan peraturan lainnya. 

3. Untuk pemerintah khususnya Kementerian Perdagangan, sebaiknya lebih aktif 

lagi dalam melakukan sosialisasi guna menyebarluaskan informasi dalam 

rangka meningkatkan kesadaran masyarakat atas hak dan kewajibannya 

sebagai konsumen dan pelaku usaha, mengatur dan/atau membuat SOP 

(Standard Operation Procedure) mengenai pelaksanaan penyelesaian 

sengketa melalui kementerian perdagangan yang mana di dalamnya memuat 

rentan waktu pengaduan, penyelesaian dan pelaksanaan perjanjian yang dibuat 

berdasarkan hasil kesepakatan kedua belah pihak, melakukan pendaftaran 

hasil mediasi kepada pengadilan negeri agar hasil perjanjian tersebut dapat 

dilakukan eksekusi oleh pengadilan, dan diberikan kewenangan lebih oleh 

undang-undang dalam hal penyelesaian sengketa konsumen. 


